
a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan 
harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani 
dalam pengadaan pupuk, perlu men~tur 
~nyaluran alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) pupuk bersubsidi di Kabupaten Rembang; 

b. bahwa pengaturan Alokasi dan HET di Wilayah 
Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan 
Gubemur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 
tenta.ng Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HE'I) 
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pcrtanian di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan 
Harga Eceran Tertin,¢ (HET) Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2012. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tenta.ng 
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3478); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta.ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tenta.ng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahari 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

NOMOR 4 TAHUN 2012 

TENT ANG 

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (H.ET) PUPUK BERSUBSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANlAN DI KABUPATEN REMBANG 

TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REMBANG, 

BVPATI REMBANG 



MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG AWKASI DAN HARGA 
ECERAN TERTINGGI (HE11 PUPUK BERSUBSIDI 
UNTUK SEK.TOR PERTANIAN DI KABUPATEN 
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012. 

12. Peraturan Oubemur Jawa Tcngah Nomor 90 Ta.bun 
2011 ten tang Alokasi d.an Harga Eccran Tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsicli Untuk Sektor Pertanian di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012. 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
87 /Permentan/SR.130/ 12/20119 tentang 
Kebutuhan dan Harga Eccran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 
2012; 

17/M­ 
dan 

Sektor 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
Dag/per/6/2011 tentang Pengadaan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk 
Pertanian; 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perund.angan; 

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 81); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Llngkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahao Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerlntahan Antara 
Pemerintah,, Pemerintahan Daerah Provinsi clan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 ten tang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 
Pengawasan; 

Menetapkan 



14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan milik sendiri atau bulcan, untuk budidaya 
tanaman perkebunan rakyat. 

15. Pesanggem adalah perorangan warga negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan milik Perum Perhutani, untuk budidaya 
tanaman pangan. 

16. Petemak adalah perorangan warga negara Indonesia yang 
mengusabsksn lahan milik sendiri atau bulcan, untuk budidaya 
tanaman hijauan paka.n ternak, 

17. Pembudidaya ikan atau udang adalah warga negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya 
ikan atau udang. 

tanaman pt1..UKUI1 1:1.U:I.U IlUTUJlWLUTl:l. 

13. 

Sektor Pertanian adalah sektor yang bcrkaitan dengan budidaya 
tanaman pangan, bortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternalc 
dan budidaya ikan atau udang. 
Petani adalah peroran~an warga negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ·------ ----·-- _ .. _ .. , __ _...:,_ ... ,~.- 

12. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam 
pcnyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung 
atau tidak langsung. 
Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, 
fisika dan/ atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik 
pcmbuat pupuk. 
Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya 
terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau 
hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat 
atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, 
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 
Pcmupukan bcrimbang adalah pemberian pupulc bagi tanaman 
sesuar dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untulc 
mencapai produktivitas Y~a'f optimal dan berkelanjutan 
sebagaimana yang tertuang am Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007. 
Pupuk bcrsubsidi adalah pupulc yang pengadaan dan penyalurannya 
ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang 
ditctapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi 
terdiri dari Urea "berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan 
Pupuk Organik Oranul. 
Harga Eceran Tretin~ yang selanjutnya disingkat HET adalah 
harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat 
dcsa/kccamatan) yan~ dibeli oleh petani/kelompoktani yang 
ditetapkan oleh Menten Pertanian. 

10. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah 
struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupulc bersubsidi oleh Pr 
Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagai.mana 
ditctapkan oleh Menteri Pertanian. 

11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan 
volume penjualan pupuk. 

Bupati adalah Bupati Rembang. 3. 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
2. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



(3) 

(2) 

Pasal 3 

Alokasi pupuk bersubsidi diri.nci menurut Kecamatan, jenis, jumlah 
dan sebaran bulanan sebazaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesilik 
lokasi dengan memperhatika.n usulan yang diajukan oleh petani, 
pekebun, pesanggem, petema.k, pembudidaya ikan dan/ atau udang 
berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan 
kepala desa setempat, 

Dinas/ Badan yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, 
petemakan, perkebunan, kehutanan dan pembudidaya ikan 
dan/ atau udang wajib melakukan pcmbinaan kepada kclompok tani 
untuk menyusun RDKK sesuai Iuas areal use.ha tani di tingkat 
petani di wilayahnya. 

( 1) 

2) 

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, pesanggem, 
petemak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar 
setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan 
dan/atau udang paling luas 1 (satuJ hektar. 

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diperuntuk.kan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, petemakan atau perusahaan perikanan budidaya. 

BAB HI 

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 

1) 

BAB II 

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 2 

23. 

22. 

21. 

19. 

18. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini adalah Pr Pupuk 
Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan 
Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda. 
Penyalur di Lim m adaJah Distributor sesuai ketentuan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 

20. Penyalur di Llni IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku . 
Kelompok Tani adalah kumpuJan petani yang mempunyai kesamaan 
kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk 
bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani clan 
kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani 
secara bersama pada satu hamparan atau kawa.san yang 
dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat 
RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi 
yang disusun kelompok tani/ LMDH berdasarkan luasan areal 
usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, pesanggem, petemak 
dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok taru dengan 
rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 
Komisi Pengawasan Pupuk clan Pestisida yang selanjutnya disingkat 
KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait da1am pengawasan 
pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubemur untuk tingkat 
Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten. 

.. 



(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 6 

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai 
penyalur Lim IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan pcnyaluran Pupuk 
Bcrsubsidi Untuk Sektor Pertanian. 

Penyaluran pupuk bersubsidi uotuk sektor pertanian di penyalur 
lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut : 
a. kelompok petani menyusun RDKK dengan format sebagaimana 

tercantum dalam lampiran II yang mcrupakan bagien tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

b. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV 
berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah taoggungjawabnya; 

c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksucf ·· pada huru.f a 
memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing­ 
masing wilayah; 

d. penyaluran pupuk sebagaimana dimeksud pada huruf a sesuai 
dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, 
tempat, waktu dan mutu. 

Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 1ini IV ke pctani 
atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan 
melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar 
pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubaidi sesuai alokasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Di 
pcnyalur Lini IV kc pet.ani dilakukan oleh petugas pengawas yang 
dituojuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupatcn. 

Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat pctani / 
kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan 

( 1) 

(6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan 
tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk 
bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan 
sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya scpanjang tidak 
melampaui alokasi 1 (satu) tahun. 

BAB IV 

PENY ALURAN DAN HET 

Pasal 5 

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri 
atas 

9~~~uk 
An-Organik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau 

diad oleh Produseo. 

(5) 

Realokasi puP.uk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan 
ditetapkan lebih lanjut oleb oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian 
dan Kehutanan. 

Untuk memcnuhi pctani, realokasi sebagai dimana pada ayat (4) 
dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Kepala 
Dinas berdasarkan rekomendasi dari Camat. 

(4) 

(2) 

(3) 

Pasal 4 

Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi disuatu wilayah Kecamatan 
sebageimana dimaksud delam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat 
dipenuhi melalui realokasi antar wailayah, waktu dan sub sektor. 

Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan terlebih dahulu 
sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas 
Pertanian dan Kehutanan. 

(1) 



(2) 

KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayabnya. 

KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluh. 

(1) 

Produsen wajib melakukan pemantauan dan ~ngawasan terhadap 
penyediaan dan penyaluran pupuk bcrsubsidi dart Lini I sampai Lini IV 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Perta.nian. 

Pasal 11 

BABV 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 10 

: 50 kg atau 25 kg; 
: 50 kg; 
: 50 kg; 
: 50 kg ata.u 20 kg; 
: 40 kg atau 20 kg; 

a. Pupuk Urea 
b. Pupuk SP-36 
c. PupukZA. 
d, Pupu.k NPK 
c. Pupuk Organik 

(3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana di.maksud pada ayat (2) 
berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, pesan~cm 
peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang di Penyalur Lini IV 
secara tunai dalam kcmasan sebagai berilrut : 

(3) 

: Rp. 1.800,- per kg; 
: Rp. 2.000,- per kg; 
: Rp. 1.400,- per kg; 
: Rp. 2.300,- per kg; 
: Rp. 500,- per kg; 

a. Pupuk Urea 
b. Pupuk SP-36 
c. PupukZA. 
d. Pupuk NPK 
e. Pupuk Organik 

(2) 

Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidl 
sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). 

HET pupuk bersubsidi sebagaimana di.maksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 8 

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan 
penyalur di Lini IV wajib menjamin kctersediaan pupuk bersubsidi 
saat dibutuhkan petani, pekebun, pesanggem, petemak, dan 
pembudidaya ikan dan/ atau udang diwilayah tanggungjawabnya 
scsuai alokasi yang telah ditetapkan. 

Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana di.maksud pada 
ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan 
Kehutanan untu.k penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi 
sebagaimana di.maksud dalam Pasal 4. 

Pasal 9 

( 1) 

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus 
diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah 
hilang / terhapus yang bertuliskan 

pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh. 

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke 
petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk scbagai satu 
kesatuan dari KP3 di Kabupaten. 

Pasal 7 

(5) 



HAMZAH FATONI 

SERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 1 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal l~ ~~ J10t.z. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG 

H. MOCH. SALIM 

Ditetapkan di RcJPbang 
pada tanggal If ·r&it\.lA.tt . .roci. 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati lni dengan penempatannya deism Berita Daerah 
Kabupaten Rembang. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala Badan Ketahanan 
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sesuai dengan 
tugasnya. 

(3) 

(2) 

Camat wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan 
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada KP3 Kabupaten 
dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran m 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan clan 
pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati. 

Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan 
pupuk bcrsubsidi kepada Gubcmur. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

(1) 

Pasal 12 
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BUPATI REMBANG 

$:{~ 
NIP .. 

Ketua Kip. Tani/LMOH Mengetahul : 
Kepala Cesa . 

Mengetahui PPL Wllbin/KRPH Menyetujul : 
Koordinator PPL 

Kecamatan , Keterangan: 
") Coret yg tidak perlu 

No Nama Petanl Komodltal I.Uat(hl) 
Jumlah Kebutuhan Puouk (kt Tanggal Tanda Tangen 

Urea ZA SP38 NPK QrnAnlk P9naaunun 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

5 5 
6 8 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 
- 

11 11 
12 12 
13 13 - 14 14 
15 15 
18 - 16 
17 

- 17 
18 18 
19 19 
20 20 
21 - 21 .__ 
22 22 
23 23 
2'4 - - 2'4 
25 25 
26 26 
27 27 ·- 28 28 
29 29 
30 30 ~ 
31 31 
32 32 
33 33 
34 34 
35 35 

dst, ... 
Jumlah 

: Pertanlan I Perkebunan/ Perikanan °) 

Kecamatan 
Oesa 
Nama Kelompok Tani I LMDH 0) 

SubSektor 
Nama Distributor/ Kios 

FORMAT RENCANA OEFINITIF K.EBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK) 
PUPUK BERSUBSIDI 

2012 

LAMPIRAN II : Peraturan Bupatl Rembang 
Nomor : 
Tanggal: 



0 

H. MOCH. SALIM 

BUPATI REMBANG 

NIP .. 

CAMAT . 

PENYALURAN 
No Desa I Kelurahan Urea ZA SP-36 NPK Organlk 

1 
2 
3 

dst 

Jumlah 

SATUAN :TON Kecamatan: 

BULAN: 

FORMAT LAPORAN PEMANTUAN DAN PENGAWASAN 
PUPUK BERSUBSIDI 

LAMPIRAN Ill : Peraturan Bupati Rembang 
Nomor : 
Tanggal: 2012 


